BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan,
sebagai jawaban terhadap persoalan dalam rumusan masalah, antara lain:

1. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya
terhadap Upaya Memperkuat Checks and Balances di Lembaga
Legislatif

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran
legislasi Dewan Perwakilan Daerah mulai dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan pelaksana di
bawahnya kurang optimal memperkuat checks and balances di lembaga
legislatif. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa peran legislasi
Dewan Perwakilan Daerah hanya menyangkut bidang-bidang tertentu
saja, dan Dewan Perwakilan Daerah tidak secara penuh terlibat dalam
proses legislasi. Upaya memperkuat peran legislasi Dewan Perwakilan
Daerah harusnya berkorelasi dengan keseimbangan ruang implementasi
peran legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah).

Peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah telah diatur mulai dari

hierarki perundang-undangan yang paling tinggi yakni Konstitusi, hingga
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peraturan pelaksana di bawahnya. Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
secara umum wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 membatasi wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah hanya
dalam bidang tugas tertentu. Reduksi terhadap peran legislasi Dewan
Perwakilan Daerah justru mendapat legitimasi secara konstitusional
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengaturan lebih lanjut tentang peran legislasi Dewan Perwakilan
Daerah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas, pengaturan tentang
peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga ditemukan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan aturan lanjutan yang terdapat dalam Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Daerah. Sejumlah Undang-Undang yang disebutkan di atas mereduksi
peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Akibatnya, upaya memperkuat

checks and balances di lembaga legislatif tidak dapat berjalan optimal.
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Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,
terjadi perubahan tafsiran terhadap Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
berakibat pada perubahan pengaplikasian peran legislasi Dewan
Perwakilan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-
X/2012 juga berdampak pada perubahan pengaturan terhadap kedua
Undang-Undang dan Tata Tertib di atas. Walau demikian tafsiran
Mahkamah Konstitusi, yang pada hakikatnya memberi ruang yang lebih
bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam proses legislasi,
justru tidak ditanggapi dengan perubahan terhadap Undang-Undang yang
dimaksud.

Mahkamah Konstitusi, sebagai the sole intrepreter of the
constitution, mengeluarkan tafsiran terhadap Konstitusi, bahwa Dewan
Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang sejajar dengan
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah berpartisipasi dari
awal rancangan undang-undang, hingga sebelum tahap persetujuan atau
pengesahan suatu rancangan undang-undang. Namun, menurut
Konstitusi, peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah dibatasi hanya
dalam bidang tugasnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Kendala-kendala Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah
terhadap Upaya Memperkuat Checks and Balances di Lembaga
Legislatif

Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi
mengandung beberapa kendala, antara lain, pertama, pendistorsian peran
Dewan Perwakilan Daerah menjadi setara dengan peran legislasi
anggota, fraksi, komisi, gabungan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat,
sehingga Dewan Perwakilan Daerah menjadi tersubordinat dari Dewan
Perwakilan Rakyat. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai
hak membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah tidak
berpartisipasi dalam proses persetujuan rancangan undang-undang
menjadi undang-undang.

Persoalan-persoalan di atas secara normatif terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan masih juga
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang hasil
revisi sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

92/PUU-X/2012.
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Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012
tidak ditanggapi dengan perubahan redaksi untuk pasal-pasal dalam
undang-undang yang terkait dengan proses legislasi. Mekanisme legislasi
secara menyeluruh diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat. Namun, sampai saat ini kedua pengaturan tersebut
belum tampak dalam koleksi perundang-undangan di Negara Indonesia.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil revisi juga
bermasalah, karena terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan spirit
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
status formal pembuatannya yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan
Daerah.

Keempat, proses pembahasan rancangan undang-undang memang
terlihat tripartit, tetapi tripartit yang tidak permanen atau tripartit semu.
Jika model legislatif bikameral murni hendak diterapkan dalam konteks
ketatanegaraan Indonesia dan penguatan terhadap sistem Pemerintahan
Presidensial, maka secara puritan urusan legislasi mestinya dikembalikan
kepada lembaga legislatif. Presiden harus dikembalikan ke sistem
kekuasaannya sebagai pelaksana undang-undang, tanpa menjadi pelaku

aktif dalam tahapan proses legislasi secara total.
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Beberapa kendala di atas menjadi hambatan dalam upaya
memperkuat peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah di lembaga
legislatif. Checks and balances di lembaga legislatif bisa diwujudkan
apabila beberapa kendala sebagaimana yang disebutkan di atas telah
diatasi. Proses legislasi dengan prinsip checks and balances di lembaga
legislatif mengandaikan pemberian ruang gerak yang hampir seimbang
antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Presiden (Pemerintah). Pemberian wewenang legislasi yang terbatas
kepada Dewan Perwakilan Daerah menumpulkan mekanisme kontrol
Dewan Perwakilan Daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden (Pemerintah) dalam proses legislasi.

. Solusi untuk Mengatasi Kendala yang Berkaitan dengan Peran
Legislasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Upaya Memperkuat
Checks and Balances di Lembaga Legislatif

Beberapa solusi bisa ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi
kendala-kendala di atas. Upaya untuk mengatasi kendala di atas selalu
berkorelasi dengan perubahan pengaturan dalam undang-undang yang
mengatur peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini berarti
dibutunkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan perubahan terhadap undang-undang
di bawahnya.

Pertama, penerapan bikameral murni dan tidak mengasosiasikan

bikameral dengan negara federal. Perubahan terhadap Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah sistem
legislatif di Indonesia. Pasca amandemen, terjadi pergeseran dari
unikameral menjadi soft bicameralism. Pada hakikatnya, implementasi
model parlemen bikameral yang kuat (sebagaimana yang sudah
dipraktikkan di negara-negara penganut bikameral) mempunyai banyak
kelebihan di antaranya: secara resmi mewakili beragam pemilih;
memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap
penyusunan perundang-undangan; mencegah disahkannya kecelakaan
perundang-undangan, sehingga membuat wajah perundang-undangan
semakin bermutu; dan melakukan pengawasan atau pengendalian yang
lebih baik atas lembaga eksekutif.

Kedua, penerapan bikameral murni membawa konsekuensi
membebaskan Presiden sebagai pelaku aktif dalam proses legislasi.
Presiden berkonsentrasi menjalankan perintah undang-undang. Ketiga,
bikameral murni juga membawa dampak keseimbangan peran antara
Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini
berarti perlu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti dengan undang-undang
organik (pelaksana) di bawahnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil revisi kurang

optimal mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
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92/PUU/2012. Terdapat pasal-pasal yang menempatkan Dewan
Perwakilan Daerah sebagai lembaga komplementer di Senayan.
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana yang menjadi salah satu sorotan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 tidak atau belum mengalami
perubahan hingga kini. Belum dikeluarkannya Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hasil revisi mengakibatkan
produk hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara prosedural
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan formal; terutama berkaitan dengan
pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana konsekuensi
dari belum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, maka Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat pun tidak/belum disusun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan atas dasar keseluruhan

penelitian yang telah dikaji, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai

berikut:

1.

Dewan Perwakilan Daerah perlu memperkuat aksinya ke daerah dengan
memanfaatkan pengaturan yang ada.

Menggunakan konvensi dalam pembuatan rancangan undang-undang
secara tripartit yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah
dan Dewan Pewakilan Daerah (sesuai dengan bidang tugas Dewan

Perwakilan Daerah).
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3. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan
Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembuatannya. Revisi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun harus menjelaskan lebih detail
dan sistematis proses pembahasan rancangan undang-undang secara
tripartit yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Presiden.

4. Segera membentuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dengan
melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembuatannya.

5. Revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Daerah
Selama ini, mekanisme proses legislasi diatur lebih detail dalam
pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi terhadap Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
tentunya sangat bergantung dari Revisi terhadap Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi terhadap Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

berkaitan dengan mekanisme tripartit proses pembahasan rancangan
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undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perawakilan

Daerah dan Presiden.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945:

a.

Terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat idealnya merupakan sebutan
rumah bersama yang mewadahi Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rumusan Pasal 2 ayat (1) adalah:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang

Terkait ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Proses pembahasan harusnya merupakan satu paket hingga tahap
persetujuan. Sehingga persetujuan bukan lagi monopoli Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan juga merupakan wilayah kerja
Dewan Perwakilan Daerah. Persetujuan terhadap sebuah rancangan
undang-undang merupakan satu kesatuan dalam tahap pembahasan.
Agar lebih jelas, ketentuan, Pasal 20 ayat (1) memang harus
diamandemen karena memisahkan proses pembahasan dan
persetujuan, yang idealnya merupakan satu rangkaian kegiatan. .

Jadi, rumusan Pasal 20 ayat (1) adalah:
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Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
memegang kekuasaan membentuk undang-undang

Rumusan Pasal 20 ayat (2) adalah:

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk
mendapat persetujuan bersama

Terkait Ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Pertama, penafsiran terhadap Pasal 22D Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperjelas. Wilayah
kerja Dewan Perwakilan Daerah yang ditentukan dalam Pasal 22D
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sangat luas. Dibutuhkan penjelasan lebih lanjut yang lebih sistematis
dan komprehensif Pasal terkait dalam Undang-undang tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kedua, peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah tidak dipersempit
hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Double check system
idealnya berlaku terhadap setiap rancangan undang-undang. Ketiga,
pemberian peran pengawasan kepada Dewan Perwakilan Daerah
(Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945) harusnya diimbangi dengan pemberian
wewenang bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam

proses legislasi. Pengawasan dan rekomendasi atas hasil pengawasan
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lebih  berkualitas apabila pengawasan dilaksanakan lewat
keterlibatan langsung, bukan mengamati dari luar.
d. Penerapan strong bicameral

Penerapan strong bicameral sekaligus menjadi jalan untuk
membebaskan Presiden dalam proses legislasi. Sebagaimana menjadi
ciri khas sistem presidensiil, Presiden (eksekutif) harus terpisah dari
legislatif. Presiden harusnya lebih berkonsentrasi pada penguatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden diberi hak veto,
untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang. Proses
legislasi dikembalikan kepada lembaga perwakilan, yakni Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Moralitas dan komitmen anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah
Harapan terbesar dari anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah
satu pemegang kedaulatan rakyat ialah dapat mengerti persoalan-persoalah
yang terjadi di daerah. Pengertian terhadap persoalan-persoalan daerah
merupakan wilayah moralitas pribadi dari tiap anggota Dewan Perwakilan
Daerah. Penelitian ini mengharapkan peningkatan peran legislasi Dewan
Perwakilan Daerah, tetapi lebih dari itu, harapan terbesar ialah para
anggota Dewan Perwakilan Daerah benar-benar bertanggung jawab

terhadap konstituennya.
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